PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada penyesuaian

dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 diundangkan tanggal 26 Juli 2007.

Pasca diundangkannya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah telah

mengundangkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berimplikasi

pada berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007,

yang berdasarkan urutan waktunya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pinjaman Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

nalli

Dengan penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan
keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.
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